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ABSTRAK
Hutan merupakan paru-paru dunia, banyak masyarakat yang mencari nafkah ataupun 
keuntungan dengan mengeksploitasi secara ilegal hasil hutan. sehingga kita perlu mengetahui 
apakah undang-undang yang mengatur mengenai kehutanan sudah efektif atau belum dalam 
memberikan sanksi bagi pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindak pidananya sehingga 
adanya efek jera pelaku. Dalam penelitian ini penulis mengambil putusan Pengadilan Negeri 
Semarang Nomor 103/PID.SUS/2015/PN/SMG tentang kasus Pengangkutan Hasil Hutan 
tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, selanjutnya dengan 
metode yuridis empiris dengan memperkuat dan memperjelas analisa dengan menggunakan 
data statistik kasus di Indonesia yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada yang 
didapatkan di Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan disertai data wawancara yang didapatkan dari narasumber Kasie Pembalakan 
Liar dan KKH dan Anggota WWF Jakarta.
Kata Kunci: hasil hutan ilegal, penebangan liar, pertanggungjawaban pidana, SKSHH.
ABSTRACT
Forest are the lungs of the world, many people earn living by illegally exploiting forest 
products. So we need to know whether the Law Governing Forestry has been effectively 
not yet penalized so that there is the deterrent effect on the perpetrators. In this research, 
I took the decision of the Semarang District Court Number 103/PID.SUS/2015/PN/SMG 
concerning the case of Transporting Forest Products. In this study I used a normative juridical 
method which was carried out by analyzing the laws and regulations relating to the subject 
matter discussed, then by the judicial method by strengthening and clarifying the analysis 
by using case statistics in Indonesia related to the existing issue that was obtained from the 
Enforcement Directorate accompanied by interview data obtained from Resource Persons of 
Illegal Logging and WWF Jakarta Members. In giving sanctions to the preparators in taking 
responsibility for Criminal Law Acting the Ministry of Environment and Forestry.
Keywords: illegal forest products, illegal logging, liability for prisoners, SKSHH.
PENDAHULUAN
Latar Belakang 
Hutan di Indonesia memperlihatkan 
bagaimana kayanya flora dan fauna di 
Indonesia keanekaragaman hayati yang 
terkandung di hutan Indonesia meliputi 12 
persen spesies mamalia dunia. 7,3 persen 
spesies reptil dan amfibi, serta 17 persen 
spesies burung dari seluruh dunia. Secara 
nyata data WWF (World Wide Fund for 
Nature) menunjukkan pada tahun 1994-2007 
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ditemukan 400 spesies baru dalam dunia sains 
di Palu. Kondisi ini menempatkan Indonesia 
sebagai salah satu negara yang memiliki 
kekayaan flora dan fauna di dunia.1
Dalam konferensi PBB untuk Lingkungan 
dan Pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro, 
Brasil awal Juni 1992 pada prinsipnya setiap 
negara peserta konferensi harus melaksanakan 
segala isi konvensi dan kesepakatan secara 
konsekuen. Dalam bidang kehutanan ada 10 
(sepuluh) tindakan yang harus dilakukan oleh 
setiap negara, yaitu: 
1. Menyediakan wilayah permanen untuk 
hutan alami dan hutan modifikasi di setiap 
negara dan mengelolanya sedemikian 
agar memenuhi kebutuhan semua sektor 
masyarakat; 
2. Menyelenggarakan sistem hutan cagar 
alam yang komprehensif;
3. Menyelenggarakan dan mempertahankan 
daerah hutan modifikasi yang permanen;
4. Menambah luas hutan buatan;
5. Meningkatkan kapasitas nasional untuk 
mengelola hutan secara berkelanjutan;
6. Menggalakkan keterlibatan masyarakat 
dalam pengelolaan hutan; 
7. Meluaskan upaya melestarikan sumber-
sumber daya genetik hutan; 
8. Menciptakan pasar bagi produk hutan dari 
sumber yang dikelola secara berkelanjutan 
dan menggunakan kayu secara efisien; 
9. Memanfaatkan harga dasar untuk 
merefleksikan harga kayu yang 
sesungguhnya; dan
10. Menaikkan kapasitas negara-negara 
berpenghasilan rendah untuk mengelola 
hutan secara berkelanjutan dan 
meningkatkan kerja sama internasional 
dalam pelestarian hutan dan pembangunan 
berkelanjutan.2
1 WWF Indonesia, “Kehutanan”, https://www.wwf.or.id/
tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_
spesies/kehutanan/, diakses 22 November 2017.
2 Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, cetakan 
ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 11-12.
Illegal Logging menimbulkan 
deforestasi (dampak kerusakan hutan) 
berbagai bencana, yaitu perubahan iklim, 
kehilangan berbagai spesies, mengakibatkan 
banjir dan erosi tanah, kekeringan, rusaknya 
ekosistem darat dan laut, menyebabkan 
abrasi pantai, kerugian ekonomi yang dialami 
Indonesia. Kerugian ini tidak saja dirasakan 
oleh Indonesia tetapi seluruh dunia karena 
global warming akan semakin parah jika di 
bumi penghijauan semakin berkurang dan 
menjadi kerugian ekonomi internasional.
Rahmawati Hidayati D, mengatakan 
bahwa illegal logging sebagai satu bentuk 
kejahatan lingkungan telah menjadi salah 
satu kendala utama dalam mewujudkan 
sebuah sistem kelola hutan di Indonesia bagi 
terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan 
masyarakat.3
Data terakhir menyebutkan bahwa 
kerusakan hutan telah mencapai luas sekitar 
101,73 juta hektare di mana 59,62 persen 
juta hektare berada di dalam kawasan hutan 
dan 42,11 di luar kawasan hutan dengan 
laju deforestasi mencapai 2,8 juta hektare 
pertahun. Illegal logging telah menjelma 
menjadi ledakan sebuah sistem perusakan 
sumber daya hutan secara cepat, sistematis 
dan terorganisir. Berdasarkan perhitungan 
yang dilansir WWF dan Bank Dunia 
ditemukan data, bahwa 75 persen kayu yang 
berasal dari hutan Indonesia berasal dari 
praktik illegal logging. 
Beberapa kasus dapat termasuk menjadi 
termasuk delik illegal logging (pembalakan 
liar) salah satunya adalah pengangkutan hasil 
hutan tanpa SKSHH seperti kasus Sugiyono 
bin Asmo mengangkut 132 (seratus tiga 
puluh dua) kayu jati dengan ukuran panjang 
0,40 cm sampai dengan 200 cm dan 1 (satu) 
buah potongan tunggak kayu jati setebal 7 
cm tanpa dibekali SKSHH (Surat Keterangan 
Sahnya Hasil Hutan) yang seharusnya 
dimiliki setiap orang atau pun badan usaha 
yang akan mengangkut hasil hutan. Dengan 
melihat bagaimana putusan nomor 103/PID.
SUS/2015/PN/SMG pada tingkat pertama 
3 Ibid., hlm. 300.
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apakah sudah sesuai dengan undang-undang 
yang sudah diatur.
Rumusan Masalah 
Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Apakah penerapan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan sudah berdampak 
efektif?
2. Bagaimana upaya mengatasi 
problematika yang terkait dengan 
efektifitas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2013?
Kerangka Teoretis
Pertanggungjawaban pidana (criminal 
responsibility) adalah suatu mekanisme untuk 
menentukan apakah seseorang terdakwa atau 
tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu 
tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk 
dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan 
bahwa tindak pidana yang dilakukan itu 
memenuhi unsur yang telah ditentukan 
dalam undang-undang.
Berikut beberapa unsur-unsur tindak 
pidana (strafbaar feit) menurut pakar yang 
dapat menjadi dasar seseorang dipidana, 
yaitu:
1. D. Simons, menyebutkan: 
a. Perbuatan manusia (berbuat atau 
tidak berbuat atau membiarkan);
b. Diancam dengan pidana (strafbaar 
gestled);
c. Melawan hukum;
d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
e. Oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab. 
Simons menyebut adanya unsur objektif 
dan unsur subjektif dari strafbaar feit. 
Yang disebut sebagai unsur objektif 
ialah: 
a. Perbuatan orang;
b. Akibat yang kelihatan dari 
perbuatan itu; dan
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang 
menyertai perbuatan itu.
Segi subjektif dari strafbaar feit ialah: 
a. Orang yang mampu bertanggung 
jawab; dan
b. Adanya kesalahan (dolus atau 
culpa). Perbuatan harus dilakukan 
dengan kesalahan. 
2. van Hamel, menyebutkan: 
a. Perbuatan manusia yang dirumuskan 
dalam undang-undang;
b. Melawan hukum;
c. Dilakukan dengan kesalahan; dan
d. Patut dipidana 
3. W.P.J. Pompe, mengatakan “Menurut 
hukum positif strafbaar feit adalah tidak 
lain daripada feit, yang diancam pidana 
dalam ketentuan undang-undang.”
4. Karni, mengatakan “Delik itu 
mengandung perbuatan yang 
mengandung perlawanan hak, yang 
dilakukan dengan salah dosa, oleh 
orang yang sempurna akal budinya 
dan kepada siapa perbuatan patut 
dipertanggungjawabkan.”
5. Moeljatno, menyebutkan:
a. Perbuatan (manusia); 
b. Yang memenuhi rumusan dalam 
undang-undang (ini merupakan 
syarat formiil); dan 
c. Bersifat melawan hukum (ini 
merupakan syarat materiil).4
Moeljatno mengaitkan pengertian 
kesalahan seseorang dengan 
kemampuan bertanggung jawab, yaitu 
harus ditentukan oleh dua hal sebagai 
berikut: 
4 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 
1977), hlm. 41-42.
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a. Kemampuan untuk membeda-
bedakan antara perbuatan yang baik 
dan yang buruk, yang sesuai hukum 
dan yang melawan hukum;
b. Kemampuan untuk menentukan 
kehendaknya menurut keinsafan 
tentang baik dan buruknya 
perbuatan itu.5
Forest Watch Indonesia (FWI) dan 
Global Forest Watch (GFW) menggunakan 
istilah “pembalak ilegal” yang merupakan 
istilah dari penebangan liar (illegal logging), 
yang menggambarkan semua praktik atau 
kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan 
permanen, pengelolaan dan perdagangan 
kayu yang tidak sesuai dengan hukum 
Indonesia.
Lebih lanjut FWI dan GFW membagi 
penebangan liar (illegal logging) menjadi 
dua yaitu: 
1. Yang dilakukan oleh operator sah yang 
melanggar ketentuan-ketentuan dalam 
izin yang dimilikinya;
2. Melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon 
ditebang oleh orang yang sama sekali 
tidak mempunyai hak legal untuk 
menebang pohon.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa penebangan 
liar (illegal logging) adalah kegiatan di bidang 
kehutanan atau yang merupakan rangkaian 
kegiatan yang mencakup penebangan, 
pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan 
jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak 
sah atau bertentangan dengan aturan hukum 
yang berlaku, atau perbuatan yang dapat 
menimbulkan kerusakan hutan.
Unsur-unsur yang terdapat dalam 
kejahatan penebangan liar (illegal logging) 
tersebut antara lain:
1. Adanya suatu kegiatan;
2. Penebangan kayu; 
3. Pengangkutan kayu; 
5 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, 
(Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 182-184.
4. Pengolahan kayu; 
5. Penjualan kayu;
6. Pembelian kayu; 
7. Dapat merusak hutan; dan 
8. Ada aturan hukum yang melarang dan 
bertentangan dengan aturan hukum 
yang berlaku. 
Esensi yang penting dalam praktik 
penebangan liar (illegal logging) ini adalah 
perusakan hutan yang akan berdampak pada 
kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi 
maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan 
itu tidak melalui proses perencanaan secara 
komprehensif, maka penebangan liar 
(illegal logging) berpotensi merusak hutan 
yang kemudian berdampak pada perusakan 
lingkungan.6
Subjek hukum tindak pidana illegal 
logging sebagai berikut: 
1. Masyarakat setempat dan masyarakat 
pendatang, melakukan kegiatan 
penebangan secara langsung, baik 
untuk kepentingan sendiri maupun 
untuk dijual kepada penguasaan kayu 
atau pemilik modal (cukong);
2. Pemilik modal dan pengusaha, sebagai 
fasilitator 4 atau penadah 5 hasil 
kayu curian, termasuk menjadi otak 
pencurian kayu;
3. Pemilik industri kayu atau pemilik 
HPH, sebagai pencuri kayu maupun 
penadah hasil kayu curian;
4. Nakhoda kapal, turut melakukan atau 
membantu melakukan penyelundupan 
kayu atau pembalakan liar. Keterlibatan 
nakhoda kapal dalam kasus-kasus 
pembalakan liar merupakan contoh 
bahwa proses ini memerlukan pihak-
pihak tertentu yang bergerak di sektor 
perhubungan; 
5. Oknum pejabat pemerintah dan oknum 
aparat pemerintah oknum TNI/Polri, 
6 Sukardi, Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum 
Pidana (Kasus Papua), (Yogyakarta: Universitas Atmajaya 
Yogyakarta, 2005), hlm. 71-73.
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Jagawana/PNS Kehutanan Bea Cukai, 
oknum pemerintah daerah/anggota 
DPRD/Politisi). Terlibat dalam KKN 
(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). 
Dengan pengusaha atau manipulasi 
kebijakan dalam pengelolaan hutan 
atau pemberian konsesi penebangan 
yang dapat menimbulkan kerusakan 
hutan; dan
6. Pengusaha asing, sebagai pembeli 
kayu maupun penadah hasil kayu 
curian. Terkait dengan kasus pencucian 
uang, ditemukan juga modus berupa 
pengusaha asing sebagai otak pencurian 
kayu, dengan menggunakan orang 
Indonesia lokal yang bertindak seakan-
akan sebagai pengusaha kayu.7
Hasil hutan terbagi dua jenis yaitu 
hasil hutan kayu dan hasil bukan kayu. 
Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 
menyatakan “Hasil Hutan Kayu adalah hasil 
hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, 
kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal 
dari kawasan hutan”.
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 
adalah hasil hutan hayati baik nabati 
maupun hewani beserta produk turunan dan 
budidaya kecuali kayu yang berasal dari 
hutan. Berdasarkan jenis produknya HHBK 
dapat dikelompokkan menjadi HHBK yang 
berasal dari tumbuhan dan tanaman serta 
HHBK yang berasal dari hewan, berikut 
diantaranya: 
1. Resin seperti Damar, Gaharu, Kemenyan;
2. Minyak atsiri, seperti minyak kayu putih, 
minyak akar wangi, minyak eucalyptus;
3. Minyak lemak seperti minyak jarak, 
minyak kemiri, tengkawang;
4. Pati seperti sagu dan aren: dan
5. Tannin, bahan pewarna dan getah seperti 
pewarna angsana, getah karet hutan dan 
getah jelutung.
7 Ibid., hlm. 47.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan 
Hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan 
adalah dokumen-dokumen yang merupakan 
bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen 
kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang 
merupakan dokumen izin pengangkutan 
kayu hasil hutan. Dalam Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, dinyatakan
“Bahwa setiap pengangkutan, 
penguasaan atau pemilikan hasil 
hutan yang berasal dari hutan negara 
wajib dilengkapi dengan dokumen 
yang merupakan surat keterangan 
sahnya hasil hutan yang berlaku dan 
dipergunakan untuk mengangkut hasil 
hutan di dalam wilayah Republik 
Indonesia.”
Jenis-jenis dokumen surat keterangan 
sahnya hasil hutan (SKSHH) dokumen yang 
termasuk SKSHH yang digunakan dalam 
pengangkutan hasil hutan terdiri dari:8
1. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat 
(SKSKB) adalah blangko model DKB. 
401;
2. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) 
adalah blangko model DKA. 301;
3. Faktur angkutan hasil hutan bukan kayu 
(FA-HHBK) adalah blangko model 
DKA.302
4. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-
KO) adalah blangko model DKA. 303;
5. Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah 
blangko model DKB. 402;
6. Nota atau faktur perusahaan pemilik 
kayu olahan;
7. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU); 
dan
8. Daftar Hasil Hutan Kayu Bulat (DHH-
KB).
8 Anonim, “Jenis-Jenis SKSHH”, www.agroforest.wordpress.
com, diakses 21 Agustus 2018.
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Kerangka Konseptual
Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang 
Pidana. Dipidana sebagai pembuat (dader) 
sesuatu perbuatan pidana, menyebutkan 
“Mereka melakukan, yang menyuruh 
lakukan dan yang turut serta melakukan dan 
yang turut serta melakukan perbuatan.”
Illegal logging merupakan kegiatan 
yang merusak lingkungan hidup. Secara 
tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 14 UU 
No. 23 Tahun 1997, yaitu bahwa:
“Perusakan lingkungan hidup adalah 
tindakan yang menimbulkan perubahan 
langsung terhadap sifat fisik dan/
atau hayatinya yang mengakibatkan 
lingkungan hidup tidak berfungsi 
lagi dalam menunjang pembangunan 
berkelanjutan.”
Dalam kasus pengangkutan hasil hutan 
tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan 
pelaku dapat dipidana dengan Pasal 83 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan, sebagai berikut:
“Orang perseorangan yang dengan 
sengaja:
a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, 
mengangkut, menguasai, dan atau 
memiliki hasil penebangan di 
kawasan hutan tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 12 huruf d;
b. Mengangkut, menguasai, atau 
memiliki hasil hutan kayu tidak 
dilengkapi secara bersama surat 
keterangan sahnya hasil hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf e; dan/atau;
c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang 
diduga berasal dari hasil pembalakan 
dari hasil pembalakan liar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.” 
Dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 
(lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua 
miliar lima ratus juta rupiah).
Dalam Pasal 12 huruf d Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
hutan, dikatakan bahwa setiap orang dilarang 
memuat, membongkar, mengeluarkan, dan/
atau memiliki hasil penebangan di kawasan 
hutan tanpa izin.
Dalam Pasal 14 Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan jelas 
tertulis setiap orang dilarang: 
1. Memalsukan surat keterangan sahnya 
hasil hutan kayu; dan/atau.
2. Menggunakan surat keterangan sahnya 
hasil hutan kayu yang palsu. 
Metode Penelitian 
Untuk memperoleh data yang tepat dan 
dapat digunakan sebagai bahan pembahasan 
dan analisa dalam menyusun penulisan 
proposal penelitian ini, Adapun metode 
penelitian yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan metode 
“yuridis normatif dan yuridis empiris” 
dengan uraian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian. Penelitian yang dilakukan 
adalah dengan pendekatan yuridis 
normatif dan yuridis empiris. Yuridis 
normatif yang diteliti bahan pustaka dan 
menginterpretasikan hal-hal yang bersifat 
teoretis yang menyangkut asas, konsepsi, 
norma hukum dan doktrin yang berkaitan 
dengan pembuktian perkara pidana. 
Adapun pendekatan yuridis empiris 
dilakukan dengan penelitian lapangan 
yang ditujukan pada penerapan hukum 
acara pidana dalam perkara pidana. 
2. Pengumpulan Data. Bahan hukum primer 
merupakan bahan utama atau sumber 
utama yang dijadikan pembahasan dalam 
penelitian ini yang terdiri dari norma 
dasar yaitu:
a. Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;
Jurnal Krisna Law Volume 1, Nomor 3, 2019, 35-48
41Jurnal Krisna Law diterbitkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Krisnadwipayana
b. Buku I Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana;
c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan;
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Kerusakan Hutan; 
dan
e. Putusan PN No. 103/PID.SUS/2015/
PN/SMG
3. Bahan hukum sekunder, meski 
kedudukannya tidak setara dengan 
bahan hukum primer, namun keduanya 
memiliki keterkaitan yang erat yang 
mempunyai fungsi untuk memberi, 
menambah atau memperkuat penjelasan 
terhadap bahan hukum primer. Adapun 
bahan hukum sekunder dalam penelitian 
ini antara lain adalah buku-buku yang 
berkaitan dengan pertanggungjawaban 
pidana, illegal logging, seperti referensi-
referensi buku, artikel makalah-
makalah, literatur pada media cetak 
maupun media elektronik serta pendapat 
para ahli dan hasil wawancara dengan 
anggota WWF (World Wide Fund for 
Nature) Jakarta dan hasil wawancara 
dengan narasumber dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia yang berhubungan 
dengan materi penelitian ini. Bahan 
hukum tersier merupakan bahan 
hukum yang mendukung bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder 
dengan memberikan pemahaman dan 
pengertian atas bahan hukum lainnya, 
seperti kamus besar bahasa Indonesia 




Sampai dengan akhir tahun 2017, 
realisasi penyelesaian kasus tindak pidana 
sampai dengan P-21 adalah sebanyak 
134 kasus atau sebesar 178 persen atau 
meningkat sebanyak 69,5 persen jika 
dibandingkan tahun 2016 sebesar 105 persen. 
Berdasarkan tipologi kasus persentase 
realisasi penyelesaian kasus tindak pidana 
lingkungan hidup dan kehutanan terbesar 
adalah untuk penyelesaian kasus tindak 
pidana illegal logging sebanyak 66 (49,25 
persen) dibandingkan kasus lain.
Selama tahun 2017, Direktorat 
Penegakan Hukum Pidana telah melakukan 
penyidikan terhadap 20 kasus atau mencapai 
59 persen kasus tindak pidana lingkungan 
hidup dan kehutanan.
Tabel 1. Hasil Penegakan Hukum Sampai 
Dengan P21
No Tipologi Kasus 2015 2016 2017 Total
1 Pembalakan Liar 43 66 66 175
2 Perambahan 28 29 8 65
3 Peredaran Ilegal TSL 43 51 55 149
4 Pencemaran Lingkungan 4 3 4 11
5 Kebakaran Hutan dan Lahan 0 1 1 2
Total 118 150 134 402
Indikator kinerja Gakkum terkait 
jumlah penyelesaian kasus sampai P21 
untuk penebangan liar, penyeludupan 
dan peredaran ilegal TSL sebesar 40 
kasus meningkat sebesar 121 kasus atau 
meningkat capaiannya sebesar 300 persen, 
hai ini didukung oleh upaya-upaya Dirjen 
Penegakan Hukum dalam menyelesaikan 
kasus-kasus P21 yang terkait illegal logging 
sebanyak 66 kasus (54,54 persen) dan P21 
TSL sebanyak 55 kasus (45,45 persen) 
sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 2. Jumlah Penanganan Kasus 
Sampai Dengan P21 TSL dan Illegal 
Logging
No Tipologi Pidana 2015 2016 2017 Total
1 Illegal Logging 43 66 66 175
2 Kejahatan TSL 43 51 55 149
Total 86 117 121 323
Melalui operasi illegal logging 
sebanyak 88 operasi (56,41persen), dan 
Operasi TSL sebanyak 68 operasi (43,59 
persen). Sebagaimana tabel di bawah ini:
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Tabel 3. Jumlah Operasi TSL dan Illegal 
Logging
No Tipologi Pidana 2015 2016 2017 Total
1 Illegal Logging 25 39 88 152
2 Kejahatan TSL 38 65 68 171
Total 63 104 156 323
Direktorat Jenderal Penegakan 
Hukum LHK telah memberikan efek jera 
dan mengembalikan kerugian negara dari 
kegiatan hasil operasi illegal logging, operasi 
TSL, mediasi kerugian negara, tuntutan 
kerugian negara dan hasil inkraft 19 Integritas 
Profesional Peduli Responsif Laporan 
Tahunan Ditjen Gakkum LHK Tahun 2017 
putusan pengadilan pidana illegal logging 
sebesar Rp56.062.210.611.384,00.
Sedangkan untuk Seluruh unit kawasan 
hutan (termasuk kawasan konservasi) yang 
dapat dilindungi dari gangguan keamanan 
hutan terealisasi sebesar 3.005.378,93 Ha 
atau mencapai 75,13 persen pada tahun 
2017.9
Putusan PN Nomor 103/PID.SUS/2015/
PN/SMG
Kasus Posisi
Terdakwa bernama Sugiyono bin 
Asmo lahir di kota Kendal berumur 57 
tahun, tanggal 31 Desember 1958, berjenis 
kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, 
bertempat tinggal di Ngadirgo RT 03 RW 
01, Kelurahan Ngadurgo Kecamatan Mijen 
Kota Semarang, beragama Islam, bekerja 
sebagai petani perkebunan, lulusan sekolah 
dasar (sampai kelas 5) Terdakwa ditahan 
dalam rutan sejak tanggal 23 Februari 2015.
Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut 
Umum sebagai berikut: Bahwa terdakwa 
Sugiyono bin Asmo pada hari Minggu 
tanggal 1 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 
WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain dalam bulan Februari 2015 bertempat 
di jalan Perumahan Beringin Kecamatan 
Ngaliyan, Kota Semarang, atau setidak-
tidaknya pada tempat lain dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri Semarang yang 
9 Anonim, http://gakkum.menlhk.go.id/compro/docs/kertas-
posisi/lap-tahunan-2017.pdf, diakses 17 Oktober 2018.
berwenang memeriksa dan mengadili 
perkara ini, dengan sengaja memuat, 
membongkar, mengeluarkan, mengangkut, 
menguasai, dan/atau memiliki hasil 
penebangan di kawasan hutan tanpa izin, 
mengangkut, menguasai atau memiliki hasil 
hutan yang tidak dilengkapi secara bersama 
surat keterangan sahnya hasil hutan.
Pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 
sekitar pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa 
Sugiyono bin Asmo yang beralamat 
Ngadirgo RT 03 RW 01 Kelurahan Ngadirgo, 
Kecamatan Mijen, Kota Semarang, terdakwa 
menyuruh anaknya yaitu saksi Sulastri bin 
Sugiyono untuk membuatkan tulisan tanggal 
1 Februari 2015 sampai dengan 2 Februari 
2015 yang nantinya dicetak dengan kertas 
warna hijau, dan tulisan tanggal 1 Februari 
2015 yang nantinya dicetak dengan kertas 
warna putih, setelah itu saksi Sulastri 
membuat tulisan yang diminta terdakwa 
ketik dengan menggunakan laptop, dan 
setelah selesai file-nya disimpan dalam flash 
disc, selanjutnya saksi Sulastri pergi ke 
rumah saksi Wiwik Handayani binti Munardi 
untuk mencetak tulisan yang disimpan 
dalam flash disc tersebut sesuai dengan yang 
diminta terdakwa. Setelah dicetak, saksi 
Sulastri masuk ke dalam kamar terdakwa 
dan meninggalkan kertas yang telah dicetak 
sesuai dengan permintaan terdakwa.
Selanjutnya pada tanggal 1 Februari 
2015 sekitar pukul 12.00 WIB. Terdakwa 
mengambil kertas berwarna hijau dengan 
tulisan tanggal 1 Februari 2015 sampai 
dengan 2 Februari 2015 dan tanggal 1 
Februari 2015, serta kertas putih dengan 
bertuliskan tanggal 1 Februari 2015 di meja, 
setelah itu terdakwa memotong dengan 
gunting tulisan tanggal 1 Februari 2015 
sampai dengan 2 Februari 2015 dan tanggal 
1 Februari 2015 pada kertas warna hijau, 
kemudian terdakwa menempelkan dengan 
menggunakan nasi pada Surat Keterangan 
Asal Usul (SKAU) Nomor 00025 yaitu 
untuk bagian masa berlaku yang aslinya 
tanggal 20 Januari 2015 ditutup sampai 
dengan tanggal 1 Februari 2015, setelah itu 
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terdakwa memotong lagi dengan gunting 
tulisan tanggal 1 Februari 2015 pada kertas 
berwarna putih dan menempelkan dengan 
nasi pada Daftar Hasil Hutan Kayu Bulat 
(DHH-KB) pada bagian tanggal yang aslinya 
tanggal 20 Januari 2015 ditutup dengan 
tanggal 1 Februari 2015.
Pada hari Minggu tanggal 1 Februari 
2015 terdakwa melakukan pengangkutan 
kayu jati yang sudah dipotong-potong dengan 
ukuran sekitar 1-2 meter dan ditumpuk di 
pinggir kebun yang terletak di daerah Padaan, 
Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngaliyan, 
Kota Semarang dengan mobil L-300 warna 
hitam dengan nopol H-1816-JS yang 
dikemudikan terdakwa, kemudian dipindah 
ke dalam truk Hino warna hijau dengan 
nopol H-1775-BQ yang di dalamnya sudah 
ada kayu jati. Yang lain terparkir di jalan 
Perumahan Beringin Kecamatan Ngaliyan, 
Kota Semarang. Selanjutnya sekitar pukul 
15.00 WIB saksi Tri Budi Susanto dan saksi 
Mories Hendrike (keduanya anggota polri 
mendatangi truk tersebut dan menanyakan 
perihal surat-surat kayu jati tersebut, kemudian 
terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan 
Asal Usul (SKAU) dan Daftar Hasil Hutan 
Kayu Bulat (DHH-KB), setelah itu saksi Tri 
Budi dan saksi Mories melakukan pengecekan 
kebenaran kayu jati dengan surat-suratnya, 
namun ditemukan kejanggalan karena pada 
bagian masa berlaku dan tanggal diterbitkan 
ditempel dengan kertas yang menyerupai 
warna dari kertas aslinya, selanjutnya Tri 
Budi dan saksi Mories membawa terdakwa 
ke kantor untuk memberikan keterangan 
lebih lanjut.
Kemudian dilakukan pengecekan surat-
surat tersebut tidak sesuai dengan kayu jati 
yang akan diangkut, karena dalam dokumen 
surat-surat menyebutkan jumlah 100 batang 
kayu jati log jati rakyat dengan berbagai 
ukuran, namun kenyataannya kayu-kayu 
jati yang diangkut terdakwa berjumlah 132 
(seratus tiga puluh dua) batang, sehingga 
Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan 
Daftar Hasil Hutan Kayu Bulat (DHH-KB) 
tidak sah.
Terdakwa dalam memuat, membongkar, 
mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/
atau memiliki hasil penebangan di kawasan 
hutan tanpa izin, dan terdakwa dalam 
mengangkut, menguasai atau memiliki hasil 
hutan tidak dilengkapi secara bersama surat 
keterangan sahnya hasil hutan.
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a dan 
b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. 
Pertimbangan Hakim
Berdasarkan di dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Semarang Nomor 
103/PID/SUS/2015/PN.SMG. berikut 
pertimbangan hakim dalam memutuskan 
perkara terdakwa Sugiyono bin Asmo.
1. Menimbang, bahwa dihubungkan 
dengan fakta-fakta yuridis yang 
ditemukan di depan persidangan, 
seluruh unsur yang terdapat dengan 
fakta-fakta yuridis yang ditemukan di 
depan persidangan, seluruh unsur yang 
terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a 
dan b UU RI No. 18 Tahun 2013 tersebut 
di atas telah dibuktikan, dan atas diri 
terdakwa juga tidak ditemukan hal-hal 
yang dapat menghapuskan kesalahan 
terdakwa juga ditemukan hal-hal 
yang dapat menghapuskan kesalahan 
terdakwa dan dapat menghilangkan 
pidananya sebagai alasan-alasan 
pemaaf maupun pembenar maka kepada 
Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan 
kepadanya harus mendapat hukuman 
setimpal dengan kesalahannya;
2. Menimbang, bahwa tentang lamanya 
penahanan yang telah dijalani 
Terdakwa, menurut Majelis Hakim 
akan dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan;
3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim 
tidak menemukan alasan untuk 
membebaskan Terdakwa dari dalam 
Rumah Tahanan Negara, oleh karena 
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itu Terdakwa yang pada saat sekarang 
ini berada di dalam Rumah Tahanan 
Negara haruslah tetap dipertahankan;
4. Menimbang, bahwa mengenai 
barang bukti yang digunakan dalam 
persidangan akan ditentukan dalam 
amar putusan;
5. Menimbang, bahwa karena Terdakwa 
telah dinyatakan bersalah dan dihukum, 
maka kepada terdakwa harus dibebani 
biaya perkara;
6. Menimbang, bahwa sebelum 
menjatuhkan putusannya, Majelis 
Hakim akan mempertimbangkan terlebih 
dahulu hal-hal yang memberatkan dan 
juga yang meringankan.
Putusan Hakim
Putusan pengadilan yang diberikan 
kepada terdakwa Sugiyono bin Asmo 
sebagai berikut: 
1. Menyatakan terdakwa Sugiyono bin 
Asmo telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Mengangkut hasil hutan tanpa 
dilengkapi surat sahnya hasil hutan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 
Sugiyono bin Asmo dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun dan 
denda Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan 
kurungan.
Analisa Kasus dan Data
Sebagaimana telah penulis paparkan 
mengenai kasus yang penulis ambil, maka 
penulis akan menganalisa kasus tersebut 
berdasarkan unsur-unsur dakwaan yang 
didakwakan oleh Penuntut Umum: 
1. Unsur “Setiap Orang,” unsur ini 
menunjuk kepada manusia siapa saja 
sebagai subjek hukum, penyandang 
hak dan kewajiban, yang sehat baik 
jasmani maupun rohani. Bahwa sesuai 
dengan surat dakwaan jaksa/penuntut 
umum maka yang diajukan ke depan 
pengadilan adalah terdakwa Sugiyono 
bin Asmo, yang didakwa melakukan 
perbuatan pidana yang tercantum 
dalam surat dakwaan. Dari fakta 
dalam persidangan Terdakwa telah 
memberikan fakta bahwa Terdakwa 
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 
dan Terdakwa mengaku terus terang. 
Maka berarti telah memenuhi unsur 
ke-1 (satu) tersebut.
2. Unsur “Dengan sengaja memuat, 
membongkar, mengeluarkan, 
mengangkut, menguasai, dan/atau 
memiliki hasil penebangan di kawasan 
hutan tanpa izin”
a Bahwa unsur kedua ini bersifat 
alternatif, jika apabila salah satu 
unsur terpenuhi, maka terpenuhi 
semuanya dan salah satu unsur 
tersebut adalah memuat dan 
mengangkut hasil penebangan di 
kawasan hutan tanpa izin;
b Bahwa unsur ini berhubungan dengan 
pemanfaatan hasil hutan kayu, 
yang merupakan kegiatan untuk 
memanfaatkan dan mengusahakan 
hasil hutan berupa kayu melalui 
kegiatan penebangan, permudaan, 
pengangkutan, pengolahan, dan 
pemasaran dengan tidak merusak 
lingkungan dan tidak mengurangi 
fungsi pokoknya. Dalam melakukan 
pemanfaatan hasil hutan kayu harus 
mendapatkan izin dari menteri 
untuk memanfaatkan hasil hutan 
berupa kayu. Dalam Pasal 12 huruf 
d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, 
dikatakan bahwa setiap orang 
dilarang memuat, membongkar, 
mengeluarkan, dan/atau memiliki 
hasil penebangan di kawasan hutan 
tanpa izin;
c Berdasarkan fakta yang tertulis 
dalam kronologi bahwa terdakwa 
Sugiyono bin Asmo tidak memiliki 
izin dari dinas kehutanan setempat 
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dan kepala desa (berdasarkan 
hasil rekam dari dinas kehutanan 
setempat) dalam persidangan 
terbukti bahwa terpidana 
memalsukan SKSHH yang berupa 
Surat Keterangan Asal Usul 
(SKAU) dan Daftar Hasil Hutan 
Kayu Bulat (DHH-KB) berdasarkan 
pemeriksaan saksi Tri Budi dan 
Mories;
d Berdasarkan fakta yang terdapat 
dalam kronologi bahwa terdakwa 
mengaku mengangkut kayu jati 
yang berasal dari hutan rakyat. 
Hutan rakyat adalah hutan yang 
dibangun dan dikelola oleh rakyat, 
kebanyakan berada di atas tanah 
milik atau tanah adat. Meskipun 
ada pula yang berada di atas tanah 
negara atau kawasan hutan negara;
e Berdasarkan fakta bahwa dari 132 
batang kayu jati yang diangkut oleh 
terpidana setelah diamati oleh saksi 
ahli dari Perhutani KPH Kendal 
yang ditunjuk Polsek Ngaliyan. 
Bahwa sebagian kayu jati adalah 
kayu jati hutan yang dikelola oleh 
perhutani dan hal tersebut bisa 
dilihat dari ciri fisiknya seperti 
teras atau galihnya lebih lebar dan 
dibandingkan kayu jati rakyat di 
usianya, serta ditemukan ada 1 
batang kayu jati dengan ciri fisik jati 
hutan ada bekas cat warna merah 
dan hitam pada batangnya yang 
menandakan kalau tanda tersebut 
milik perhutani, 2 batang kayu 
dengan ciri fisik kayu jati hutan, 
serta ditemukan satu batang kayu 
identik dengan tunggak yang ada di 
petak 61D RPH Kedungpani; dan
f Sehingga dalam unsur bersifat 
alternatif “memuat dan mengangkut 
hasil penebangan di kawasan hutan 
tanpa izin” adalah salah satu unsur 
yang terpenuhi dengan demikian 
unsur ini telah terpenuhi dan ada 
dalam perbuatan terdakwa. 
3. “Unsur mengangkut, menguasai 
atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi secara bersama surat 
keterangan sahnya hasil hutan”
a Hasil hutan, merupakan hasil hutan 
berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, 
kayu olahan, atau kayu pacakan 
yang berasal dari kawasan hutan;
b Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan (SKSHH) adalah dokumen-
dokumen penting yang merupakan 
bukti legalitas hasil hutan pada 
setiap segmen kegiatan dalam 
penatalaksanaan hasil hutan;
c Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan hanya dapat digunakan 1 
(satu) kali pengangkutan dengan 1 
(satu) tujuan;
d Dalam Pasal 14 Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan jelas tertulis 
setiap orang dilarang memalsukan 
surat keterangan sahnya hasil 
hutan kayu dan menggunakan surat 
keterangan sahnya hasil hutan kayu 
yang palsu;
e Bahwa terbukti dalam muka 
persidangan terdakwa tidak 
dilengkapi SKSHH yang sah. 
Di dalam persidangan terdakwa 
membenarkan memalsukan SKAU 
Nomor 00025 sebelum diganti 
atau dipalsukan menjadi tanggal 
1 Februari 2015 sampai dengan 
tanggal 2 Februari 2015 untuk 
masa berlakunya, dan tanggal 
diterbitkannya menjadi tanggal 
1 Februari 2015, adalah awalnya 
untuk masa berlakunya tanggal 
20 Januari 2015 sampai dengan 
tanggal 20 Januari 2015 dan 
tanggal diterbitkannya tanggal 
20 Januari 2015, termasuk untuk 
DHH-KB sebelum terdakwa ganti 
adalah tanggal 20 Januari 2015;
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f Bahwa terbukti berdasarkan fakta 
terdakwa menyuruh anaknya 
saksi Sulastri bin Sugiyono untuk 
membuatkan tulisan tanggal 1 
Februari 2015 sampai dengan 2 
Februari 2015 yang nantinya di 
cetak dengan kertas warna hijau, 
dan tulisan tanggal 1 Februari 
2015 yang nantinya dicetak 
dengan kertas warna putih setelah 
dibuatkan oleh saksi sesuai 
permintaan terdakwa. Terdakwa 
memotong dan menempel dengan 
nasi di bagian masa berlaku dan 
tanggal diterbitkannya di SKAU 
dan DHH-KB;
g Bahwa terdakwa mengaku bahwa 
saksi Sulastri bin Sugiyono tidak 
mengetahui kegunaan yang dibuat 
oleh saksi. Dan kuli yang ikut 
bekerja dengan terdakwa tidak 
mengetahui tentang pemalsuan 
SKAU dan DHH-KB yang 
dilakukan terdakwa;
h Bahwa terdakwa dalam 
persidangan mengaku mengetahui 
bahwa perbuatan yang dilakukan 
terdakwa tersebut tidak benar tetapi 
kalau masalah melanggar undang-
undang, terdakwa tidak tahu; dan
i Bahwa berdasarkan fakta-fakta 
yang dilakukan terdakwa terbukti 
bahwa unsur ini terpenuhi dan 
terdakwa tidak melakukan 
kewajiban yang diatur oleh undang-
undang. 
Berdasarkan data yang penulis 
dapatkan dari Direktorat Penegakan Hukum 
Pidana (PHP) Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, mengenai kasus 
illegal logging yang didakwakan dalam 
persidangan dengan Pasal 83 (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan. Sejak Tahun 2016-2018.
Jika kita lihat berdasarkan data kasus 
yang didakwakan dengan Pasal 83 ayat 
(1) huruf a dan huruf b Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 
Tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan 
sebanyak 4 kasus dari 40 kasus menjadi 44 
di seluruh Indonesia. Pada Tahun 2018 dari 
bulan (Maret-Agustus) angka kasus yang 
sampai dengan P21 mengalami penurunan 
dari 44 kasus menjadi 43 kasus. Berdasarkan 
data dapat kita ketahui tindak pidana illegal 
logging ini lebih banyak terjadi di daerah 
Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.  
PENUTUP
Kesimpulan 
Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan 
dari pembahasan yang telah dijabarkan 
sebelumnya untuk menjawab hal-hal 
yang terdapat dalam pokok permasalahan 
penelitian ini, yaitu: 
1. Setiap orang maupun korporasi 
merupakan suatu subjek hukum 
dalam sistem peradilan pidana. 
Maka apabila melakukan perbuatan 
yang dilarang baik karena sengaja 
maupun karena kealpaannya dapat 
dipertanggungjawabkan oleh 
perorangan maupun korporasi yang 
merupakan subjek hukum;
2. Pertanggungjawaban pidana bisa terjadi 
apabila terjadi kesalahan yang dapat 
dipertanggungjawabkan oleh pelaku 
yang melakukan tindak pidana secara 
sadar ataupun kealpaannya. Seperti 
kasus yang diangkat oleh penulis 
dalam penelitian ini bahwa kegiatan 
pengangkutan hasil hutan tanpa Surat 
Keterangan Sahnya Hasil Hutan 
(SKSHH) termasuk dalam delik illegal 
logging yang didakwakan dengan Pasal 
83 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. Dengan sanksi 
pidana penjara selama 1 (satu) 
tahun dan denda Rp500.000.000,00 
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(Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 
1 (satu) bulan kurungan, yang 
diberikan kepada Terdakwa untuk 
mempertanggungjawabkan apa yang 
Terdakwa lakukan secara sadar 
dan sengaja walaupun Terdakwa 
mengetahui apa yang dilakukan oleh 
terdakwa adalah salah; dan
3. Efektivitas dari Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. Menurut penulis 
tidak hanya dapat dilihat dari berapa 
banyak kasus yang dapat ditangani 
tetapi juga dapat dilihat dari operasi 
pencegahan, pengamanan, dan 
pemberantasan kegiatan pembalakan 
liar (illegal logging) sehingga kita dapat 
melihat angka kasus illegal logging ini 
berkurang dari jumlah kasus pada tahun 
2017 sebanyak 44 kasus yang terjadi 
di 14 daerah dan pada tahun 2018 
angka kasus yang ditangani berkurang 
menjadi sebanyak 43 yang terjadi di 8 
daerah. Dapat dilihat walaupun angka 
kasus tidak menurun secara cepat tetapi 
jika dilihat daerah yang melakukan 
tindak pidana illegal logging ini 
berkurang, sehingga menurut penulis 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2013 sudah efektif dikarenakan daerah 
yang sebelumnya ada terjadi tindak 
pidana illegal logging di tahun 2018 
sudah tidak ada terjadi tindak pidana 
illegal logging kembali.
Saran 
Untuk menjawab permasalahan kedua 
mengenai mengatasi problema efektifitas 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. 
Menurut penulis undang-undang yang 
membahas mengenai pencegahan dan 
pemberantasan perusakan hutan ini sudah 
efektif walaupun tidak terlihat secara 
signifikan, maka dari itu penulis akan 
memberikan beberapa saran untuk menjawab 
permasalahan kedua yang dibahas di dalam 
penelitian penulis, yaitu: 
1. Untuk membuat pelaku tindak pidana 
jera maka menurut penulis kasus 
tersebut harus diproses dan diputus 
dengan maksimal sesuai dengan 
undang-undang yang mengatur dan 
memberikan sanksi sosial berupa 
menanam pohon di hutan tempat pelaku 
tindak pidana melakukan pembalakan 
liar;
2. Melakukan kegiatan pembahasan 
usaha untuk mengefektifkan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan yang dilakukan tidak 
hanya oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, tetapi juga oleh 
badan-badan penegak hukum seperti 
kepolisian, kejaksaan, dan juga kepala 
daerah;
3. Melakukan Penyuluhan kepada 
masyarakat mengenai Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan dan pentingnya hutan 
bagi bumi ini;
4. Bekerja sama dengan World Wide Fund 
for Nature (WWF Indonesia), The 
Nature Conservancy (TNC Indonesia) 
dan badan lain yang bergerak dalam 
menjaga lingkungan hidup. Untuk 
ikut melakukan memberi peringatan 
mengenai hutan dan sanksi yang 
diberikan kepada pelaku melalui iklan 
di TV maupun media sosial. Dapat 
juga dilakukan oleh public figure yang 
turut dalam kegiatan tersebut seperti 
juga melakukan kegiatan “save our 
tree” yang dilaksanakan oleh WWF 
dan kegiatan #sayaSIGAP yang 
dilaksanakan oleh TNC Indonesia;
5. Selain melakukan penyuluhan kepada 
masyarakat yang rata-rata mencari 
nafkah dengan mengandalkan sumber 
daya alam hutan. Penyuluhan juga 
perlu dilakukan kepada masyarakat 
dan mengajak mereka untuk ikut serta 
dalam menjaga hutan agar semakin 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGANGKUTAN HASIL HUTAN
TANPA SKSHH (SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN)
(Studi Kasus Putusan Nomor 103/PID.SUS/2015/PN/SMG)
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kecilnya kemungkinan melakukan 
illegal logging; dan
6. Menambahnya jumlah anggota 
masyarakat mitra polisi kehutanan yang 
dibina oleh Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan jadi tidak hanya 
polisi daerah setempat yang melakukan 
operasi pencegahan dan pemberantasan 
kerusakan hutan melainkan masyarakat 
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